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ABSTRAK 
 

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 

Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk)”. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pertimbangan hukum 

hakim terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 

55/Pid.Sus/2020/PN/Plk? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap 

sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 

55/Pid.Sus/2020/PN/Plk? 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan disini yakni 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. 

Adapun mengenai pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan. 

Sedangkan teknik analisis data disini menggunakan pola pikir deduktif, yang 

menganalisis data dan ditarik kesimpulan secara generalis. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk tentang tindak pidana perdagangan orang, 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut setelah hakim memeriksa 

semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang menjatuhkan pidana 

penjara 3 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 120 juta, sedangkan majelis hakim 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun serta 

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100 juta. Dimana bunyi dari Pasal 2 ayat 1 

UU No 21 tahun 2007 dijatuhkan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 120 juta dan yang paling banyak Rp 600 juta. Hakim 

menjatuhkan hukuman kurang sesuai dengan UU yang berlaku dan menjatuhkan 

hukuman pidana penjara dibawah minimum terhadap ketentuan yang ada, karena 

hal yang meringankan terdakwa termasuk belum pernah melakukan kejahatan 

sebelumnya dan terdakwa pula mengakui atas perbuatanya tersebut. Dalam hal ini 

tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang mana hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas yang yang sudah ditentukan. 

Dalam analisis hukum pidana islam, teori zawajir ini sebagai hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang dilakukan yang 

mana batas hukumannya ditentukan oleh ulul amri.  Jarimah yang dilakukan 

terdakwa termasuk bentuk jarimah ta’zir dan dikarenakan kejahatan perdagangan 

orang itu didalam Al-Qur’an dan hadits sudah dijelaskan larangannya tetapi sanksi 

hukumannya belum dijelaskan secara jelas. Yang mana hukumannya sesuai dengan 

apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan memperhatikan sebab dan akibat yang 

ditimbulkan, pengutamaan tujuan dari hokum pidana islam dengan memperlihatkan 

dari tingkat tinggi dan rendahnya perbuatan terdakwa. 

Dan berdasarkan skripsi ini ada beberapa saran, pertama kepada Majelis 

Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan kembali mengenai hukuman yang 

diberikan kepada pelaku tindak pidana. Kedua, kepada masyarakat hendaknya lebih 

waspada dan menghindari adanya tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, aturan 

UU yang ditetapkan diharapkan bisa memberikan pelajaran bagi pelaku tindak 

pidana. 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beredarnya kasus perdagangan orang di Indonesia memicu keprihatinan 

masyarakat. Semakin maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di 

Indonesia berdasarkan pemberitaan media sosial maupun televisi serta beberapa 

hasil penelitian pada dasarnya kasus perdagangan orang ini yang paling sering 

terjadi khususnya pada perempuan dan anak. Perdagangan orang khususnya 

pada perempuan dan anak biasanya bertujuan untuk prostitusi, pornografi, 

pengemis dan pembantu rumah tangga. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

meningkatnya kasus perdagangan orang ini diakibatkan oleh faktor ekonomi 

seseorang, selain itu ada juga yang menjadi faktor adanya perdagangan orang 

yaitu faktor pendidikan yang dimiliki seseorang sehingga seseorang tersebut 

dengan mudahnya untuk ditipu. Seperti halnya pada kasus dalam penelitian ini 

yang akan membahas mengenai perdagangan perempuan yang bertujuan untuk 

prostitusi yang mana faktor utamanya yaitu faktor ekonomi dan uang dari hasil 

tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.1 

Perdagangan orang termasuk kejahatan yang luar biasa dan bukan 

termasuk kejahatan yang biasa saja, dan termasuk kejahatan yang terorganisir 

dan lintas negara. Sehingga kejahatan ini dikatakan sebagai kejahatan yang 

                                                           
1 Cahya Wulandari, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap 

Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penangananya di Kota Semarang", Yustisia Edisi 

90 September-Desember 2014, 16. 
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melintasi batas wilayah negara. Perdagangan orang sebagai suatu ancaman bagi 

masyarakat desa maupun kota serta terhadap norma-norma kehidupan yang 

dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semakin 

memprihatinkan. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang menjadi korban 

perdagangan orang sampai tiap tahunnya mencapai 1 juta korban. Hal tersebut 

dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat desa yang 

terpencil mengenai modus perdagangan orang, penegakan hokum yang sangat 

lemah, kemiskinan, terlilit hutang.2 

Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia terutama oleh pemerintah 

maupun organisasi lainnya, dari kampanye-kampanye, advokasi korban, 

membangun aliansi Bersama untuk pencegahan, maupun program pencegahan 

terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hokum mengenai 

tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masihlah sangat lemah dari aspek 

perundang-undangan yang sudah diatur, namun mengenai penegakan hukumnya 

masih sangat lemah. Pengaturan kejahatan tindak pidana perdagangan orang 

pertama kali dimulai yakni dari perkembangan hukum hak asasi manusia yang 

tidak dapat dipisahkan oleh konsep hukum alam. Hukum alam itu sendiri hukum 

yang berasal dari manusia itu sendiri atau dari masyarakat, dan hukum alam itu 

terlepas dari konvensi, perundang-undangan dan alat-alat kelembagaan 

lainnya.3 

                                                           
2 Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, Sharia Journal, 

Edisi 6, (Januari 2017), 47. 

3 Ibid., 48 
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Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang dikerjakan 

secara tersusun yang mana dilakukan secara kelompok yang berfungsi untuk 

mengeksploitasi seseorang guna mendapatkan keuntungan masing-masing dari 

pelaku kejahatan perdagangan orang tersebut, sehingga menjadi ancaman yang 

berbahaya bagi warga masyarakat desa maupun kota.4 

Landasan yuridis bagi kejahatan perdagangan orang dalam penelitian ini 

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait penjatuhan 

hukumannya tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 

2007 yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan 

hukuman yakni pidana penjara dan pidana denda yang mana dikenai pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).5 

Tindak pidana perdagangan manusia ini atau yang dinamakan perbudakan 

sudah ada sejak zaman dahulu zaman sebelum Islam datang. Faktor penyebab 

lancarnya kegiatan perbudakan pada zaman dahulu adalah seringnya terjadi 

peperangan antar kabilah dan bangsa dan tindak pidana lainnya seperti 

perampokan, penculikan, kemiskinan dan susahnya membayar hutang-hutang 

                                                           
4 Cahya Wulandari, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap 

Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penangananya di Kota Semarang", Yustisia Edisi 

90 September-Desember 2014, 17. 
5 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 
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dan didukung dengan adanya pasar budak pada zaman dahulu. Kemudian Islam 

datang untuk mengatur pengaturan mengenai perbudakan tersebut dan 

berkuranglah kejahatan tersebut sedikit demi sedikit. Maka karena itu Islam 

menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang Beragama Islam. Pada 

hakikatnya manusia itu mempunyai hak untuk hidup dan hak tersebut tidak bisa 

diganggu gugat oleh siapapun termasuk manusia lainnya guna untuk 

memperbudak seseorang. 

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan ayat yang membahas mengenai 

perdagangan orang yang terdapat pada Surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi : 

ذِيْنَ يَ تْتَ غُنْنَ الْكِتََ  مََّّا مَلَكَْ  ا حَتََّّ يُ غْنِيَ هُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّ وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِيْنَ لََ يََِدُوْنَ  نِكَاح  
ر ا وَءَاتُ نْهُمْ مِنْ مَالِ اِلله الَّذِي ءَاتَكُمْ وَلََ تُكْرِ  هُنْا فَ تَ يَتِكُمْ أيَْْنَُكُمْ فَكَاتتُِ نْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَي ْ

نْ يَا وَمَنْ يكُْرهِْهُنَّ فإَِنَّ عَلَى الْتِغَاءِ إِ  رَهِهِنَّ نْ أرََدْنَ تَََصُّن ا لتَِتْتَ غُنْا عَرَضَ الْْيََنةِ الدُّ ْْ  اَلله مِنْ ََ عْدِ إِ
 غَفُنْرٌ الرَّحِيْمٌ   

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga 

kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahkan kemampuan. dan 

budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk 

pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, 

jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah mereka 

sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah 

kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran 

padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak 

mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka 

maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang 

(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sesama manusia itu berkewajiban 

untuk melindungi orang-orang yang lemah termasuk kaum perempuan atas 

kesucian tubuhnya. Dan dalam hal ini melarang adanya kejahatan perdagangan 

orang dan memaksa budak-budak perempuan untuk melaksanakan pelacuran, 
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perzinahan atau segala kegiatan yang menimbulkan dorongan seksual yang akan 

mengakibatkan seseorang melakukan pelacuran maupun perzinahan.6 Di dalam 

ayat diatas tidak dijelaskan hukuman bagi orang yang memaksa melakukan 

pelacuran, maka hukuman bagi orang yang melaksanakan, menyediakan 

tempat, atau memaksa orang lain melakukan pelacuran disebut sebagai 

mucikari dapat ditentukan hukumanya sesuai Undang-Undang yang berlaku.7 

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan orang ini berupa 

bentuk jarimah ta’zir, dikarenakan didalam Al-Qur’an dan Al-Hadits belum 

dijelaskan mengenai batas hukumannya dan para hakim atau imam yang 

berwenang untuk berijtihad dalam mengadili perkara perdagangan orang. Dan 

hukuman ta’zir itu juga bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman 

pengucilan, pengasingan dan ancaman. Dengan mempertimbangkan 

pendekatan zawajir yang mana pendekatan ini kompatibel jika diterapkan di 

Indonesia dengan tetap bertujuan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan 

hokum yang menjadikan pelaku tindak pidana merasa jera atas perbuatannya. 

Hakim atau imam yang berwenang bisa memberikan hukuman ta’zir kepada 

orang yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran yang berupa ucapan atau 

perlakuan. Dan pelaku kejahatan itu orang muslim ataupun non muslim, orang 

yang berakal dan baligh. Menurut Al-Marghinani, jika pelaku pidana ta’zir itu 

yang melakukan baik anak-anak yang sudah baligh, budak yang merdeka, 

                                                           
6 Eman Sulaiman, Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Semarang: 

Walisongo Perss, 2008), 59. 
7 Neng Djuebaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari 

Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 212-213. 
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muslim atau non muslim akan dikenai hukuman ta’zir. Tetapi jika anak tersebut 

belum baligh atau tidak berakal melakukan pidana ta’zir maka tidak dikenai 

sanksi ta’zir.8 

Para ulama’ berpendapat yang sama bahwa siapapun baik itu muslim 

maupun non muslim yang melanggar hukum maka ia akan dijatuhi sanksi 

hukuman. Apabila pelanggaran tersebut ada kaitannya dengan hak Allah seperti 

meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, dan hak kemanusian lainnya, 

maka dapat dikenakan sanksi ta’zir. Sedangkan jika pelaku itu beragama non 

muslim maka kejahatan yang bersangkutan dengan hak adami sajalah yang bisa 

dijatuhi hukuman ta’zir dikarenakan orang non muslim tidak dikenai khitab 

hukum yang hanya dikenai pada orang muslim saja.9 

Pengadilan Negeri merupakan instansi negara yang memiliki wewenang 

untuk memeriksa, menimbang dan mengadili perkara-perkara pidana dan 

perdata, dalam suatu pengadilan pasti terdapat hakim yang bertugas 

menjalankan proses peradilan. Dalam suatu proses persidangan dalam 

pengadilan hakim sebagai pemegang kendali jalannya persidangan harus 

memiliki integritas tinggi, ketika hakim memberikan atau menjatuhkan putusan 

harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang 

yang bisa di pertanggungjawabkan. Hakim diberi kewenangan untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus suatu tindak pidana maupun perdata yang masuk 

dalam persidangan. Putusan yang di jatuhkan oleh hakim harus adil seadil-

                                                           
8 Makmum Moh, Hukum Pidana Islam Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 

62. 
9 Ibid., 63. 
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adinya dan juga bisa di pertanggung jawabkan pada setiap pencari keadilan, dan 

tentu akan di pertanggung jawabkan di hadapan tuhan, oleh karena itu hakim 

dalam mengambil keputusan harus dengan pertimbangan yang sangat 

mendalam. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan 

yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan 

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam 

setiap putusan majelis hakim.10 

Kasus perdagangan orang yang akan dibahas dalam penelitian ini yang 

terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk didalam putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian 

majelis hakim mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana, karena hakim memutuskan hukumannya dibawah minimal dari 

ketentuan yang sudah ditetapkan. Majelis hakim menyatakan bahwa hukuman 

tersebut telah setimpal. Dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim melanggar 

teori pertimbangan hakim yang mana hakim dalam menjatuhkan hukumannya 

tidak boleh melebihi batas rendah maupun tinggi dari ketetapan yang sudah 

ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas yang mendorong penulis untuk 

memaparkan lebih jauh tentang tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari 

hukum positif dan juga hukum pidana Islam, maka dari itu penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 

                                                           
10 Makmum Moh, Hukum Pidana Islam Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2018), 62. 
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Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan 

Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk”.  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan memaparkan 

identifikasi suatu masalah dipenelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Kualifikasi bentuk penjatuhan sanksi tindak pidana dalam kasus 

perdagangan orang menurut hukum positif; 

b. Kualifikasi bentuk penjatuhan sanksi tindak pidana dalam tindak pidana 

perdagangan orang menurut hukum pidana islam; 

c. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana 

perdagangan orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk; 

d. Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan 

orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 

2. Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana 

perdagangan orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 

b. Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan 

orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini lebih terarah sesuai 

dengan tujuan awal penulisan, penulis akan merumuskan suatu rumusan 

masalah yang lebih memfokuskan pada masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana 

perdagangan orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana 

perdagangan orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka meliputi gambaran atau deskripsi ringkas mengenai 

suatu penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya seputar masalah yang 

akan diteliti di penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak termasuk 

pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah pernah ada. Sehingga 

ada perbedaan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian yang sudah 

ada.11 Dalam penelitian ini penulis menggunakan rujukan dari berkas perkara 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Palangkaraya dan 

juga beberapa buku yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. 

Selain itu penulis juga menggunakan penelitian (skripsi) yang telah ada 

sebelumnya sebagai bahan rujukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggali informasi dari penelitian yang sebelumnya dan diantara penelitian 

yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah : 

                                                           
11 Tim Penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 

(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 20. 
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1. Penelitian yang ditulis oleh Elok Mawaddatul ‘Uyun Fuad yang berjudul 

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 

Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk).12 yang membahas mengenai 

penjatuhan lex specialis derogate lex generalis dimana hakim 

menjatuhkan pasal 296 KUHP tanpa mempertimbangkan dari Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 yang sudah diberlakukan di Indonesia. 

Sedangkan perbedaan dari skripsi saya yang pertama masalah putusannya 

berbeda dan mengenai sumber hukum yang menjadi rujukan. Jika dilihat 

dari putusanya Elok Mawaddatul ‘Uyun Fuad, Hakim memakai Pasal 296 

KUHP sedangkan Putusan yang ada didalam penelitian saya merujuk 

pada Hukum Pidana Khusus mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Dan teori yang dipakai dalam skripsinya Elok 

memakai teori lex specialis derogate lex generalis sedangkan teori yang 

penulis pakai berupa teori Pertimbangan hukum Hakim yang mana hakim 

dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi 

batas terendah dan batas tertinggi. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Vidia Nabilla Sahara yang berjudul “Analisis 

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di 

                                                           
12 Elok Mawaddatul ‘Uyun Fuad, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

491/Pid.Sus/2017/PN.Plk), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, Surabaya, 2020. 
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Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).13 Dalam skripsi ini membahas mengenai 

sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menggunakan Pasal 296 

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Hakim tidak 

mempertimbangankan mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 

Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1). Yang mana Hakim tidak 

mempertimbangkan asas lex specialis derogate legi generalis. Sedangkan 

skripsi yang penulis analisis membahas mengenai penjatuhan 

hukumannya yang tidak sesuai dengan teori pertimbangan Hakim. Dan 

pada skripsi penulis lebih menjelaskan mengenai pendekatan zawajir 

didalam Hukum Pidana Islam sedangkan di skripsi Vidia belum dijelaskan 

mengenai pendekatan zawajir. 

3. Skripsi yang ditulis Normanita Rizky Ardhiarini yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.14 

Yang membahas mengenai Putusan Hakim yakni Pasal 296 KUHP yang 

tidak sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generalis yang 

terdapat pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Sedangkan perbedaan 

dari skripsi yang penulis analisis tidak menyinggung mengenai asas 

                                                           
13 Vidia Nabilla Sahara, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Orang di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019. 
14 Normanita Rizky Ardhiarini, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana 

dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg), 

Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 

2019. 
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tersebut tetapi penulis lebih memfokuskan pada teori pertimbangan 

Hakim yang mana Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih 

rendah dari batas yang sudah ditentukan. Dan penulis juga dalam analisis 

Hukum Pidana Islam membahas mengenai pendekatan zawajir sebagai 

rujukan hukumannya. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Ditta Aliani Fikhlyah yang berjudul Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).15 yang menjadi 

permasalahan dari skripsi tersebut yakni mengenai sanksi yang dijatuhkan 

Hakim tidak mempertimbangkan kembali mengenai saksi yang menjadi 

korban masih dibawah umur. Perbedaan dari skripsi penulis yakni penulis 

lebih memfokuskan mengenai penjatuhan hukumannya yang tidak sesuai 

dengan teori pertimbangan Hakim yang mana Hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas yang sudah 

ditentukan. Dan penulis juga dalam analisis Hukum Pidana Islam 

membahas mengenai pendekatan zawajir sebagai rujukan hukumannya 

sedangkan didalam skripsi yang ditulis Ditta tidak membahas mengenai 

pendekatan zawajir. 

                                                           
15 Ditta Aliani Fikhlyah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020. 
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5. Skripsi yang ditulis oleh Yogo Risnandri yang berjudul Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota 

Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN.Olm).16 yang membahas mengenai 

pidana denda yang dijatuhkan Hakim berada dibawah minimal tetapi 

untuk pidana penjara telah sesuai. Sedangkan dalam skripsi yang penulis 

analisis disini memakai teori pertimbangan Hakim dalam memutuskan 

suatu hukuman tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari 

batas yang sudah ditentukan. Dan penulis juga dalam analisis Hukum 

Pidana Islam membahas mengenai pendekatan zawajir sebagai rujukan 

hukumannya sedangkan pada skripsi Yogo tidak menjelaskan mengenai 

pendekatan zawajir. 

Dari semua penelitian yang ada diatas berbeda dengan penelitian yang 

akan dibahas disini. Penelitian yang akan dibahas oleh penulis lebih 

mengkhususkan mengenai penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan 

teori pertimbangan Hakim yang mana Hakim dalam menjatuhkan 

hukumannya tidak boleh dibawah minimal atau diatas maksimal dari 

ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan dalam analisis Hukum Pidana Islam 

penulis menjelaskan mengenai pendekatan zawajir sebagai pedoman untuk 

diberlakukannya hukuman ta’zir terhadap terdakwa. 

                                                           
16 Yogo Risnandri, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 

4/Pid.Sus/2017/PN.Olm), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, Surabaya, 2020. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tentunya suatu penelitian itu mempunyai 

tujuan dari sebuah penelitian, maka disini penulis akan merumuskan suatu 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak 

pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk; 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak 

pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu ada manfaat dan kegunaannya, pada 

penelitian ini manfaat dan kegunaanya adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Dalam penelitian disini penulis mengharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan dalam perkembangan hukum pidana islam di Indonesia, 

khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dan 

diharapkan dari penelitian ini dapat menambah literature atau bahan kajian 

untuk dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang akan melakukan studi 

penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Dalam kegunaan praktis ini penulis mengharapkan dalam penelitian dapat 

memberikan informasi maupun pemahaman kepada masyarakat maupun 

mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai tindak pidana 
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perdagangan orang dan memberi jawaban atas tindak pidana perdagangan 

orang serta sanksi hukuman yang berlaku dalam Undang-undang tersebut. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang 

berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini dan agar 

penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Sesuai dengan judul penelitian 

yaitu “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Atas 

Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk”. 

Maka definisi operasional yang akan dijelaskan adalah : 

1. Hukum Pidana Islam 

Kata pidana dalam kamus bahasa Arab yaitu jarimah yang artinya dosa, 

kesalahan, atau kejahatan. Menurut Al-Mawardi yang dimaksud dengan 

jarimah secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam oleh 

Allah dengan hukuman haad atau ta’zir.17 Sedangkan dalam hukum Islam 

itu sendiri perbudakan atau yang dimaksud tindak pidana perdagangan 

orang diancam oleh Allah dengan hukuman ta’zir.18 

2. Tindak Pidana 

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Negara atau Undang-

undang Perdagangan Orang, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. 

                                                           
17 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 10. 
18 Neng Djuebaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau 

dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 214. 
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3. Perdagangan Orang 

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.19 

Maksud dari perdagangan orang dalam penelitian ini lebih mengarahkan 

kepada penjualan perempuan atas dasar memberi bayaran atau manfaat 

walaupun mendapatkan persetujuan dari orang tersebut. 

4. Penjatuhan Hukuman 

Dari Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya hakim menjatuhkan dengan 

pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 yang mana hukuman penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Sedangkan didalam putusan hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 

serta denda Rp 100.000.000. 

 

                                                           
19 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang ditulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif yang berusaha 

mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kasus tertentu.20 

2. Bahan hukum yang dikumpulkan 

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa pertimbangan 

hukum hakim yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 

Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk tentang tindak pidana perdagangan orang 

dan data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. 

3. Bahan hukum penelitian 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan 

hakim. Dalam penelitian ini sumber hukum primernya berupa Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, dan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 

Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk tentang tindak pidana perdagangan 

orang yang mana putusan ini didownload di Direktori Putusan 

Mahkamah Agung. 

 

 

                                                           
20 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007) 3. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang dihasilkan dari 

data-data sumber pustaka yang ada yang memuat mengenai sumber 

bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan 

dibahas.21 

Data-data tersebut yang dikumpulkan penulis untuk mengkaji sumber 

data yakni dari buku-buku hukum, pendapat ahli hukum, jurnal dan 

referensi yang membahas tindak pidana perdagangan orang, antara lain 

yaitu : 

1) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: 

Fikih Jinayah, 2004. 

2) Henny Nuraeniy, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan 

Hukum Pidana dan Pencegahannya, 2013. 

3) Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, 1994. 

4) Paul Sinlaloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017. 

5) Moeljalento, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, 2008. 

6) Eman Sulaiman, Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana di Indonesia, 2008. 

7) Neng Djuebaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, 2010. 

                                                           
21 Peter Mahamud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta: kencana Prenada,2015), 181 
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8) Makmum Moh, Hukum Pidana Islam Teori dan Implementasi, 

2018. 

9) Amany Lubis, Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, 2018. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu merupakan 

studi pustaka (Library Research), yang menggunakan metode membaca 

dan menyimpulkan dokumen-dokumen dan sumber-sumber data yang 

berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.22Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengambil dokumen di 

Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam putusan 

Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang diperoleh dari website atau direktori 

putusan Mahkamah Agung. Dan juga penulis membaca buku yang 

berkaitan dengan penelitian dari buku-buku yang membahas mengenai 

tindak pidana perdagangan orang. 

5. Teknik pengolahan bahan hukum 

Untuk menganalisis bahan hukum penulis menggunakan teknik pengolahan 

data dengan cara sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu berupa mengoreksi data yang di kumpulkan, yang 

berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. 

b. Organizing, yaitu mensistematikan dan menyusun data yang berkaitan 

dengan perkara tindak pidana perdagangan orang yang diperoleh dari 

kerangka uraian yang sudah di rencanakan. 

                                                           
22 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 235. 
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c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yang sudah 

diperoleh dan dikumpulkan, yakni menganalisis data mengenai 

tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 

Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk dengan menggunakan teori, kaidah, 

dan dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari 

permasalah yang di pertanyakan. 

6. Teknik analisis bahan hukum 

Teknik analisis bahan hukum disini memakai analisis dengan pola berfikir 

deduktif. 

a. Deskriptif yakni cara menganalisis atau meringkas dengan 

menjelaskan secara naratif dari sumber-sumber data yang digunakan 

yang berupa pertimbangan hakim dalam putusan Nomer 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

b. Pola berfikir deduktif yakni berupa pola pikir atau analisis yang 

bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus yang 

mana dalam penelitian ini teori hukum pidana islam kemudian 

diaplikasikan ke variable khusus yaitu berupa pertimbangan hukum 

hakim didalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar suatu penelitian bisa terarah sesuai dengan bidang kajian maka perlu 

adanya penulisan sistematika pembahasan, supaya bisa mempermudah 
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pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 5 bab yang terdiri atas : 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi mengenai landasan teori, hukuman menurut hokum 

positif maupun Hukum Pidana Islam. 

Bab ketiga membahas mengenai deskripsi kasus, dasar pertimbangan 

hokum hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi: 1) 

Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang 

dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk; 2) Analisis hukum pidana 

islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan 

Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk. 

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir yang isinya mengenai penutup 

yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENJATUHAN HUKUMAN ATAS TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM 

PIDANA ISLAM 

 

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 

Dalam Hukum Pidana ada beberapa istilah mengenai tindak pidana. 

Moeldjatno menggunakan istilah perbuatan pidana dan mendefinisikan 

sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh suatu aturan 

hukum yang berlaku, laranganya disertai dengan sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Van Hamel juga 

berpendapat bahwa tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang 

dirumuskan didalam Undang-Undang, yang sifatnya melawan hukum, yang 

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.1 

1. Unsur-unsur tindak pidana 

Berdasarkan pemaparan Moeljatno mengenai unsur-unsur tindak pidana 

yakni : 

a. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan seseorang, 

b. Perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

Negara dan diancam dengan pidana, 

c. Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, 

d. Pelakunya harus mampu bertanggung jawab, 

e. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 

                                                           
1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Akasara, 1987), 54. 
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Sedangkan pendapat EY Kanter dan SR Sianturi, membagi unsur-unsur 

tindak pidana sebagai berikut : 

a. Subjek 

b. Kesalahan 

c. Tindakanya bersifat melawan hokum yang sudah ditetapkan 

d. Suatu perbuatan yang dilarang oleh hokum dan bertentangan dengan 

undang-undang yang ditentukan dan diancam pidana 

e. Waktu, tempat dan keadaan.2 

B. Hukuman Menurut Hukum Pidana Positif 

Hukum positif atau nama lainya ius constitutum yang mempunya arti 

suatu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku disuatu tempat pada waktu 

sekarang. Indonesia sendiri menggunakan system civil law dengan 

menggunakan perundang-undangan kebiasaan dan yurisprudensi sebagai 

rujukan sumber hukum. Dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia 

menggunakan sumber hukum berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.3 

1. Pengertian Hukuman 

Hukuman (punishment) sebagai alat Pendidikan, dalam hal ini 

mengenai definisi hukuman yakni suatu tindakan yang dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana secara sadar dan sengaja sehingga menjadikan orang 

                                                           
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 122. 
3 Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hukuman dan Pandangan 

Ulama”, (Jurnal Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 5. 
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tersebut sadar akan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. 

Hukuman mempunyai tujuan yang sangat baik untuk pelaku tindak pidana 

agar dirinya melakukan perbaikan dan bukanlah sebagai balas dendam. 

Maka dari itu penegak hokum yang menjatuhkan hukuman haruslah secara 

seksama dan bijaksana.4 

2. Macam-macam hukuman 

Agar seorang pelaku tindak pidana mentaati norma-norma yang sudah 

berlaku maka di Indonesia terdapat sanksi-sanki yang menjadi alat pemaksa 

si pelaku untuk mentaati peraturan yang berlaku. Didalam KUHPidana 

Pasal 10 dijelaskan mengenai macam-macam hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut : 

a. Hukuman pokok 

Hukuman pokok ini yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, 

kurungan, dan pidana denda. Yang mana penjelasanya sebagai berikut: 

1) Pidana mati 

Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan 

kehidupannya serta meningkatkan taraf kehidupannya seperti yang 

dijelaskan didalam pasal 28 A UUD 1945. Akan tetapi pidana mati 

ini dibatasi oleh instrument Undang-undang, seperti halnya pidana 

mati ini dijatuhkan pada tindak pidana tertentu seperti perkara 

narkotika. 

 

                                                           
4 Ibid., 7. 
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2) Pidana penjara 

Pidana penjara dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu 

kejahatan, yang mana berupa penahanan atau kebebasanya dibatasi 

oleh pihak yang berwenang dengan ditempatkan dilembaga 

permasyarakatan sehingga pelaku kejahatan tersebut harus mematuhi 

peraturan yang ada. Pidana penjara ini bisa dijatuhkan seumur hidup 

atas waktu yang tertentu. Dan yang paling singkat untuk penjatuhan 

pidana penjara yakni satu hari.5 

3) Kurungan 

Pidana kurungan ini sama hal nya dengan pidana penjara yakni suatu 

bentuk penahanan kebebasan seseorang karena suatu kesalahan yang 

diperbuat yang sudah dijelaskan pada Pasal 22 KUHP. Akan tetapi 

pidana kurungan ini dijatuhkan apabila seseorang tidak membayar 

pidana denda yang sudah ditentukan. 

4) Pidana denda 

Hukuman ini dijelaskan didalam pasal 30 ayat 2 KUHP yang 

dijatuhkan terhadap pelanggaran yang mana jika terpidana tidak 

membayar denda yang dijatuhkan maka akan digantikan dengan 

pidana kurungan.6 

 

 

                                                           
5 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 187. 
6 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 121. 
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5) Hukuman tambahan 

Yang dimaksud hukuman tambahan disini yaitu pencabutan hak-hak 

tertentu yang dimiliki seseorang, penyitaan barang-barang tertentu 

yang dimiliki sipelaku dan pengumuman putusan hakim pengadilan.7 

C. Kekuatan Alat Bukti 

Alat bukti dalam system peradilan di Indonesia sangat menentukan 

putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman 

terhadap terdakwa sebelumnya hakim melakukan pemeriksaan para saksi dan 

bukti-bukti lain yang memperkuat suatu suatu tindak pidana dan mendukung 

proses jalannya persidangan terutama dalam tindak pidana. Definisi mengenai 

alat bukti sebagai segala hal yang dapat membuktikan adanya suatu tindak 

pidana di Pengadilan. Pasal 184 KUHAP ayat 1 menjelaskan mengenai alat 

bukti yang sah dalam persidangan, diantaranya : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangsan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

Alat bukti mempunyai kekuatan yang sangat kuat didalam persidangan 

dalam membuktikan bahwa putusan itu benar sehingga pelaku dapat 

dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan bersalah. 

                                                           
7 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Loundering, dan 

Trafficking (Jakarta : Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, cet 1, 2014), 91-92. 
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Didalam penyelesaian perkara pidana, apabila seseorang bisa dikatakan 

bersalah jika sudah ada putusan berkekuatan hokum tetap. Maka kekuatan alat 

bukti ini sebagai dukungan putusan hakim dalam memutuskan suatu 

hukuman.8 

D. Teori Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan langkah terakhir dalam menentukan hukuman 

dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Majelis 

Hakim memberikan keputusannya terhadap hal-hal yakni:9 

a. Keputusan mengenai kejadiannya, dan apakah benar terdakwa 

memanglah pelaku dari perbuatan tersebut. 

b. Keputusan mengenai hukumannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah benar terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di 

pidana. 

Hakim dalam menjatuhkan hukumannya terhadap terdakwa haruslah 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim tidaklah boleh 

menjatuhkan hukumannya dibawah minimal dan diatas maksimal yang telah 

ditentukan didalam Undang-Undang. Ada beberapa teori yang harus 

diterapkan oleh hakim dalam memutus putusan. Berdasarkan Mackenzie, ada 

                                                           
8 Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 

5 No. 2, 2016, 130. 
9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 74. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan Hakim dalam hal 

mempertimbangkan penjatuhan hukuman dalam suatu perkara, sebagai 

berikut :10 

a. Teori keseimbangan 

Dalam teori ini memiliki sifat seimbang dengan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang serta kepentingan pihak lain yang 

bersangkutan dengan perkara tersebut. 

b. Teori pendekatan seni dan intuisi 

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah suatu diskresi (kewenangan) 

dari seorang Hakim. Dalam hal ini mengenai penjatuhan putusan, hakim 

akan menyesuaikan dengan hukuman yang wajar terhadap pelaku, hakim 

akan mempertimbangkan pula dengan keadaan pihak yang berperkara, 

seperti penggugat dan tergugat, pihak terdakwa (perkara perdata), 

penuntut umum (perkara pidana), dalam hal inilah yang dimaksud 

pendekatan seni yaitu hakim menggunakan instink dari pada pengetahuan 

dalam menjatuhkan putusan. 

c. Teori pendekan keilmuan 

Dalam pendekatan ini proses penjatuhan hukuman harus dilakukan secara 

sitematik dan hati-hati terhadap kaitanya putusan-putusan terdahulu 

dengan menjamin konsisten dalam putusan hakim. 

 

 

                                                           
10 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102. 
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d. Teori pendekatan pengalaman 

Dalam hal ini pengalaman dari hakim juga membantu dalam perkara-

perkara yang dihadapinya. 

e. Teori ratio decidendi 

Dalam teori ratio decicendi merupakan landasan filsafat yang berdasar 

dari pertimbangan segala aspek yang bersangkutan dengan pokok perkara 

yang disengketakan, selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan dengan perkara tersebut, sebagai dasar hokum dalam 

menjatuhkan suatu putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus 

berdasar pada motivasi yang jelas untuk menerapkan keadilan bagi pihak-

pihak yang berperkara. 

f. Teori kebijaksanaan 

Keutamaan dari teori ini yakni menekankan kepada pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab sebagai 

membimbing, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar terdakwa 

menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan keluarga. 

Didalam memutus suatu perkara pidana dan menjatuhkan hukuman, 

hakim haruslah menjatuhkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan 

menjatuhkan hukuman dengan adil seadil-adilnya. Van Apeldoorn 

berpendapat, menjadi seorang Hakim haruslah menyesuaikan Undang-Undang 
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dengan factor-faktor konkrit, kejadian konkrit yang terjadi di masyarakat, dan 

menambahkan Undanh-undang jika diperlukan.11 

E. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif 

Perdagangan orang termasuk salah satu bentuk dari tindak pidana yang 

melanggar harkat dan martabat seseorang. Dominggus Elcid Li dan Paul 

SinlaEloe menyebutkan bahwa eufemisme dalam penyebutan kasus 

perdagangan orang itu dalam kata lain disebut dengan tenaga kerja illegal 

yang dalam arti bukan tenaga kerja yang dipekerjakan melainkan orangnya 

yang diperjualkan. Disini yang menjadi perbedaannya yaitu apabila tenaga 

kerja itu hanya memperjualkan tenaga kerjanya dan etapi apabila seseorang 

itu sudah tidak lagi mempunyai otoritas atas dirinya, maka seseorang tersebut 

telah dijual dan dieksploitasi dan ini yang dimaksud dengan perdagangan 

orang.12 

Perdagangan orang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok orang yang mana tindakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri 

dan perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat. Perdagangan orang atau 

yang biasanya disebut dengan human trafficking itu dimata masyarakat punya 

pengertian masing-masing. Awal mulanya perbuatan ini dinamakan prostitusi 

khususnya yang dilakukan pada perempuan, kemudian pengertian 

perdagangan orang diartikan secara mendasar yaitu sebagai tindakan 

                                                           
11 E. Utrech an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 

1980), 204. 
12 Paul Sinlaloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang: Setara Press, 2017), vi. 
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perpindahan orang khususnya pada perempuan dan anak yang tanpa 

persetujuan maupun dengan persetujuan yang berada di dalam negara maupun 

di luar negara yang bertujuan untuk suatu bentuk perburuhan dan prostitusi 

maupun perbudakan yang bermotifkan pernikahan sehingga memunculkan 

banyak isu dan macam-macam kekerasan fisik.13 

Perdagangan orang sebagai suatu kejahatan yang memang sudah ada 

aturannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam 

Pasal 297 KUHP dijelaskan bahwasanya tindak pidana perdagangan 

perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan hukuman 

pidana penjara paling lama selama enam tahun dan hak-haknya dicabut 

sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, yaitu hak sebagai 

pemegang jabatan yang umum dan tertentu; Pasal 35 ayat (1) angka 2 yakni 

menjelaskan hak untuk masuk kedalam angkatan bersenjata.14 

Dasar hokum yang menjadi rujukan pada Putusan Nomor 55 ini yakni 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat (1). Hukuman yang dijatuhkan 

kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang ada di Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) menjatuhkan pidana penjara paling 

singkat yaitu 3 (tiga) tahun dan yang paling lama adalah 15 (lima belas) tahun 

                                                           
13 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta: ICMC dan ACILS, 

2003), 11. 
14 Paul Sinlaloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang: Setara Press, 2017), 10. 
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dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan yang paling banyak 

adalah Rp 600.000.000,00. 

F. Pendekatan Zawajir 

Menurut para ahli dalam pendekatan legislasi fiqh jinayah terdapat dua 

jenis pendekatan yakni pendekatan jawabir dan pendekatan zawajir. 

Pendekatan jawabir yang berarti paksaan, ialah suatu pendekatan yang 

pelaksanaan hukuman pidananya sesuai dengan ketentuan Al-qur’an dan 

hadits yakni hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, rajam dan jilid 

terhadap orang yang melakukan zina, hukuman cambuk bagi orang yang 

meminum khamr. Hal tersebut bertujuan untuk menebus kesalahan atau dosa 

yang telah ia langar. Selain pendekatan jawabir terdapat pendekatan zawajir 

yang lebih cocok apabila diterapkan diindonesia.15 

Dalam pendekatan zawajir terdapat kemiripan dengan teori hudud 

yang ditawarkan syahrur, teori ini dikenal dengan teori batas. Yang menjadi 

perbedaan antara teori zawajir dan teori hudud yaitu pada teori hudud terdapat 

kelemahan pada penetapan hokum potong tangan. Terhadap pelaku tindak 

pidana pencurian yang menjadi batas maksimal hukumannya, maka teori batas 

disini tidak dapat diterapkan dalam bentuk ruang dan waktu. Karena jika 

hukuman potong tangan tersebut dilakukan serta menjadi batas maksimal 

suatu hukuman maka tujuan yang awalnya hukuman tersebut bermaksud 

untuk membuat jera para pelaku tidak dapat tercapai. Adapun salah satu kasus 

                                                           
15 Junaidi Abdillah, “Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinayah Indonesia dan Relevansinya Bagi 

Pembangunan Hukum Nasional”, Al-‘Adalah Vol. XI, No. 2, Juli 2013, 198. 
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seorang pencuri melakukan perbuatan mencuri secara berulang-ulang, maka 

hal ini dapat diterapkan hukumannya tidak berupa potong tangan saja. Dari 

hal ini pendekatan zawajirlah yang memiliki sifat umum yang akan sesuai jika 

diterapkan di Indonesia. Alasan hal ini diterapkan karena dalam pendekatan 

ini hukuman bisa maksimal dan minimal tergantung dengan suatu kebutuhan 

yang ada.16 

G. Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Definisi hukuman 

Hukuman menurut hukum pidana islam yakni suatu perbuatan timbal 

balik yang diberikan syara’ kepada seseorang yang melakukan perbuatan 

yang melawan hukum agama guna menimpa derita kepada pelaku dan 

pelaku agar jera terhadap perbuatannya.17 

2. Dasar hukum pemberlakuan hukuman 

Dasar hukuman diatur didalam Al-qur’an maupun hadits. Dasar penerapan 

hukuman dalam Islam berguna agar dapat memberikan perlindungan bagi 

manusia dari tindakan-tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana atau 

kejahatan.18 Ketentuan dalam penerapan hukuman sesuai dengan Al-qur’an 

dan hadits. Dasar-dasar penjatuhan hukuman antaranya : 

Surah An-nisa’ 135 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
                                                           
16 Ibid., 199. 
17 Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana (Jakarta : Gralia Indonesia, 1983), 

47. 
18 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1997), 25. 
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biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. (QS An-nisa’ 135) 

 

3. Macam-macam uqubah (hukuman) 

a. Ditinjau dari segi ada dan tidaknya dalam Al-qur’an dan hadits 

1) Hukuman yang diatur didalam nash yakni hudud, qishas, diyat dan 

kaffarat. Contohnya hukuman bagi orang yang melakukan zina, 

pembunuhan, pencurian. 

2) Hukuman yang belum ada didalam nash, hukuman ini biasa 

disebut dengan hukuman ta’zir, contohnya seperti percobaan 

melakukan perbuatan tindak pidana, menjadi saksi palsu.19 

b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan lainnya 

1) Hukuman pokok (‘uqubah ashliyah) 

Hukuman ini sebagai hukuman yang sudah ditetapkan tindak 

pidananya yang mempunyai sifat keaslian hukumannya. 

Contohnya seperti hukuman qishas diberikan kepada pelaku 

jarimah pembunuhan, hukuman didera sebanyak 100 kali untuk 

pelaku jarimah zina, dan hukuman potong tangan diberikan 

kepada pelaku jarimah pencurian. 

2) Hukuman pengganti (‘uqubah al-badaliyah) 

                                                           
19 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999), 261. 
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Hukuman pengganti ini sifatnya mengikuti hukuman pokok. Jika 

hukuman pokok tidak bisa dilakukan karena alasan yang sah, maka 

sebagai penggantinya yaitu hukuman diat (denda) sebagai 

hukuman penggantinya yang diterapkan dari hukuman qishas.20 

3) Hukuman tambahan (‘uqubah al-taba’iyah) 

Hukuman tambahan sifatnya juga mengikuti hukuman pokok 

tanpa memerlukan keputusan sendiri, contohnya seperti orang 

yang membunuh keluarganya sendiri (orang tua) maka dilarang 

untuk mendapatkan warisan. 

4) Hukuman pelengkap (‘uqubah takmiliyah) 

Hukuman ini sebagai hukuman pelengkap yang mengikuti 

hukuman pokok tetapi dengan adanya syarat yaitu adanya 

keputusan tersendiri terhadap hakim, dan syarat ini menjadi 

pemisah dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti tangan 

orang yang dipotong karena jarimah pencurian dikalungkan 

dileher pelaku. 

c. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman 

a. Hukuman yang dimiliki satu batas tertentu, seperti hukuman had. 

Hakim tidak bisa menambah dan mengurangi hukuman had. 

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, batas terendah dan 

tertinggi. Hakim dapat memilih sesuai tindakan yang dilakukan 

                                                           
20 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 12. 
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oleh terdakwa dan bersifat adil contohnya hukuman ta’zir bagi 

pelaku tindak pidana perdagangan orang.21 

H. Jarimah Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam 

1. Pengetian jarimah 

Didalam Bahasa Arab kata pidana dapat dikatakan sebagai jarimah 

yang mempunyai arti secara etimologis yakni dosa, kesalahan, atau 

kejahatan. Al-Mawardi mengatakan bahwa jarimah itu sebagai larangan 

hukum atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar 

ketentuan Allah yang diancam dengan hukuman berupa had dan ta’zir. 

Yang dimaksud dengan larangan hukum yakni berupa melakukan 

perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang sudah 

diperintahkan. Maka orang yang sudah melanggar ketentuan tersebut 

mereka akan dikenai sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan 

apa yang mereka lakukan.22 

2. Unsur-Unsur dari jarimah 

Apabila suatu tindak pidana unsur-unsurnya telah terpenuhi maka 

perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, 

yang meliputi unsur umum dan khusus. Unsur umum berlaku bagi semua 

tindak pidana sedangkan unsur khusus berlaku hanya dibeberapa tindak 

                                                           
21 Ibid., 12. 
22 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah (Surabaya : Pustaka 

Idea, 2015), 2. 
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pidana.23 Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai 

unsur-unsur umum jarimah yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni : 

a. Unsur formal (Ar-rukn Ash-shari), berupa adanya undang-undang yang 

berlaku (nash) maka suatu perbuatan tindak pidana yang sudah 

ditentukan oleh nash dan melarang perbuatan tersebut maka seseorang 

ataupun kelompok orang wajib diancam dengan hukuman apabila 

melanggar ketentuan nash. Dalam hukum positif hal ini sama seperti 

asas legalitas “tiada hukuman jika tidak ada ketentuan hukum yang ada 

di nash”. Contohnya seperti tindak pidana pencurian, ketentuan 

hukumnya sudah ditentukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 

38 yaitu dengan dipotong tangannya. Bunyi Surat Al-Maidah ayat 38 

: 

سَتَا نَكَلً  مِنَ اِلله وَاللهُ   عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ  وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُنْا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَء  بِاَ َْ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang 

mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan 

atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan 

dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. 

 

b. Unsur material (Ar-rukn Al-madi), yang berupa perbuatan melawan 

hukum yakni suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tindakan 

nyata atau tidak berbuat. Yang mana seseorang melakukan tindakan 

atau perbuatan yang mengakibatkan terbentuknya tindak pidana, baik 

secara nyata atau berbuat maupun secara tidak berbuat. Contohnya 

seperti perbuatan pencurian yang mana tindakan seseorang 

                                                           
23 Ibid., 11. 
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memindahkan atau mengambil barang milik orang lain tanpa 

sepengetahuan orang tersebut. Tindakan pelaku pencurian tersebut 

merupakan unsur material yakni tindakan yang membentuk tindak 

pidana. 

c. Unsur moral (Ar-rukn Al-adabi), yaitu pelakunya seorang yang 

mukallaf yang bisa dimintai tanggungjawab atas perbuatannya 

tersebut. Artinya pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat 

mempertanggungjawabkan kesalahannya. Maka, pelaku tindak pidana 

harus orang yang dapat memahami hukum yang berlaku, faham isi 

beban dan sanggup menerima konsekuensinya. Yang menjadi orang 

mukallaf yaitu orang yang sudah aqil baligh. Dengan demikian orang 

gila ataupun anak-anak yang melakukan tindak pidana maka ia tidak 

bisa dikenakan hukuman karena ia tidak bisa 

dipertanggungjawabkan.24 

3. Macam-macam jarimah 

a. Ditinjau menurut berat ringannya hukuman 

Dari peninjauan segi berat ringannya hukuman, ada tiga bentuk 

jarimah yaitu : 

1) Hudud 

Pengertian dari jarimah hudud yakni suatu tindakan yang 

melanggar hukum islam dan hukumannya ditentukan oleh nash 

                                                           
24 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2004), 28. 
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(hukuman had atau hak Allah). Hukuman had ini tidak ada batasan 

terendah ataupun batasan tertinggi dan hukuman had ini juga tidak 

dapat dihapus oleh seseorang, bahkan ulil amri pun tidak bisa 

menghapusnya.25 

2) Jinayah (Qishah dan Diyah) 

Perbuatan yang dilakukan seseorang seperti pembunuhan atau 

melukai anggota badan seseorang, yakni suatu tindakan yang 

ancaman hukumannya bagi pelaku yaitu dikenai hukuman qishas 

ataupun hukuman membayar diyah. Hukuman ini sudah ada 

ketentuan batasnya dan tidak memiliki batas terendah maupun 

batas tertinggi. Tetapi sudah menjadi hak dari perorangan itu 

sendiri, artinya jika seorang korban memaafkan pelaku tindak 

pidana maka hukumannya bisa terhapuskan.26 

3) Ta’zir 

Jarimah ta’zir sebagai jarimah yang dikenai hukuman ta’zir. 

Secara bahasa ta’zir dikatakan sebagai ta’dib yang artinya 

memberi pelajaran. Atau juga bisa dikatakan ta’zir sebagai 

menolak, mencegah. Sedangkan ta’zir menurut istilah yaitu suatu 

bentuk hukuman yang wajib diberikan kepada seseorang yang 

                                                           
25 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 12. 
26 Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2008), 99. 
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melakukan kejahatan dengan tidak dikenai hudud dan bertujuan 

memberikan efek jera dan balasan kepada pelaku kejahatan.27 

b. Ditinjau dari segi niatnya 

Ada dua macam jarimah jika dilihat dari segi niatnya yakni : 

1) Jarimah sengaja 

Jarimah atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

disengaja dan dilakukan atas kehendaknya sendiri, maksudnya ia 

mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang untuk dikerjakan 

dan perbuatan tersebut dikenai hukuman. 

2) Jarimah tidak disengaja 

Jarimah ini dilakukan jika pelakunya tidak sengaja atau lalai 

dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu 

terjadi atas perbuatannya. 

c. Ditinjau menurut waktu tertangkapnya 

Ada dua macam jarimah jika dilihat dari segi waktu tertangkapnya: 

1) Tertangkap basah 

Jarimah ini dilakukan jika pelakunya tertangkap basah ketika 

melakukan kejahatan. 

2) Tidak tertangkap basah 

Sedangkan jarimah tidak tertangkap basah yakni pelaku ketika 

melakukan perbuatan kejahatan tidak tertangkap, tetapi pelaku 

                                                           
27 Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Hukum 

Diktum, Vol 10, 2012), 91. 
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tertangkap selang waktu yang lama sesudah ia melakukan 

perbuatan kejahatan.28 

I. Jarimah Ta’zir  

Jarimah ta’zir sebagai jarimah yang dikenai hukuman ta’zir. Secara 

bahasa ta’zir dikatakan sebagai ta’dib yang artinya memberi pelajaran. Atau 

juga bisa dikatakan ta’zir sebagai menolak, mencegah. Sedangkan ta’zir 

menurut istilah yaitu suatu bentuk hukuman yang wajib diberikan kepada 

seseorang yang melakukan kejahatan dengan tidak dikenai hudud dan 

bertujuan memberikan efek jera dan balasan kepada pelaku kejahatan.29 Ta’zir 

merupakan suatu bentuk pelanggaran yang berdasarkan kepada kekuasaan 

kebijaksanaan penguasa, pertimbangan hakim, dan wakilnya untuk memberi 

pelajaran dan mendisiplinkan mereka yang melanggar aturan negara. Maka 

ta’zir dikatakan sebagai hukuman yang paling disiplin bagi pelaku yang 

melanggar aturan yang tidak ada ketetapannya didalam hadd maupun 

kaffarah. Sedangkan didalam hukuman ta’zir hakim punya hak dan kekuasaan 

yang luas guna untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana baik 

tindak pidana yang paling berat maupun yang ringan dengan berpedoman pada 

Undang-Undang hukum yang berlaku.30 

                                                           
28 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah (Surabaya : Pustaka 

Idea, 2015), 13-20. 
29 Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Hukum 

Diktum, Vol 10, 2012), 91. 
30 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah (Surabaya : Pustaka 

Idea, 2015), 13. 
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Ada yang harus diperhatikan ketika seseorang menetapkan jarimah 

ta’zir terhadap pelaku tindak pidana yakni memperhatikan manfaat dan akibat 

yang akan timbul pada pelaku tindak pidana, maka hakim dalam menetapkan 

jarimah ta’zir haruslah sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan yang berlaku. Kaidah yang menjelaskan mengenai hal tersebut 

yakni :31 

 الَت َّعْزيِْ رُ يدَُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ 
Artinya : hukuman ta’zir sangatlah bergantung pada tuntutan kemashlatan. 

 

 

1. Jenis-jenis jarimah ta’zir 

a. Jarimah ta’zir jika dilihat dari hak yang dilanggarnya dibagi menjadi dua 

bagian, yakni : 

1) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah 

Suatu perbuatan yang berhubungan dengan kemashlahatan umum. 

Contohnya seperti pencurian, perzinahan, dll. 

2) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu maupun manusia.  

b. Jarimah jika dilihat dari segi sifatnya dibagi menjadi tiga bagian yakni: 

1) Ta’zir sebab melakukan perbuatan zina 

2) Ta’zir sebab dia melakukan kejahatan yang akan merugikan umum 

3) Ta’zir sebab ia telah melanggar aturan hokum.32 

                                                           
31 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta : PT 

Raja Grafindo, 2000), 166. 
32 Ibid., 167. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

c. Jika dilihat dari dasar hukum ataupun penetapanya, ta’zir dibagi atas 

empat bagian, yakni : 

1) Jarimah ta’zir yang tidak sesuai dengan ketentuan jarimah hudud 

atau jarimah qishas, dan ta’zir itu tidak memenuhi persyaratan dari 

jarimah hudud atau jarimah qishah, contohnya kejahatan pencurian 

yang nishabnya tidak penuh. 

2) Jarimah yang ketentuan hukumannya belum dijelaskan akan tetapi 

jenisnya sudah dijelaskan didalam nash. Contohnya seperti riba, dan 

suap. 

3) Jarimah yang ketentuan dan jenisnya itu belum ditetapkan didalam 

syara’. Contohnya seperti percobaan untuk melakukan perbuatan 

zina. 

4) Jarimah yang ketentuannya ditetapkan oleh ulil amri atau hakim 

yang berwenang guna untuk kepentingan masyarakat. Contohnya 

seperti perdagangan orang, pornografi, penipuan.33 

2. Macam-macam hukuman ta’zir 

Adapun mengenai sanksi ta’zir yang mana ada berbagai macam yaitu 

diantaranya : 

a. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan anggota tubuh 

1) Hukuman mati 

Menurut Imam Malik hukuman mati ini boleh dilakukan tetapi ada 

bebarapa ketentuan untuk melakukannya. Hukuman mati ini 

                                                           
33 Ibid., 183 
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dilakukan jika seseorang melakukan perbuatan kejahatan 

berulang-ulang kali dan pelaku tersebut tidak bertaubat, seseorang 

tersebut membuat kerusakan pada bumi seperti terorisme dan 

tidak ada cara lain selain dijatuhi hukuman mati. Bahkan ulama’ 

lain bersepakat memperbolehkan hukuman mati ini, hukuman ini 

sebagai hukuman tertinggi. Hukuman mati ini hanya dilakukan 

kepada pelaku kejahatan yang paling berbahaya yang ada 

kaitannya dengan jiwa seseorang, keamanan, dan ketertiban 

masyarakat.34 

2) Hukuman cambuk 

Hukuman cambuk dilakukan jika seseorang melakukan perbuatan 

yang merusak kehormatan, merusak akhlak seseorang, dan 

memberikan dampak jera bagi pelaku perbuatan tersebut tetapi 

tidak boleh sampai menjadi cacat. Jika yang dihukumi seorang 

laki-laki maka bukalah pakaiannya, dan apabila yang dihukumi 

adalah wanita maka tidak dibolehkan untuk membuka pakaiannya. 

Hukuman cambuk juga tidak boleh dilakukan diarea wajah, 

kemaluan, dan kepala melainkan biasanya dilakukan dipunggung. 

Dalam jarimah ta’zir, yang diberi kewenangan untuk menetapkan 

jumlah cambukan adalah hakim dan penguasa yang ditentukan 

                                                           
34 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Amzah, cet 1, 2016), 33. 
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berdasarkan jenis jarimahnya, kondisi fisik pelaku, dan efek bagi 

masyarakatnya.35 

Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

3) Hukuman penjara 

Didalam Bahasa Arab istilah penjara disebut sebagai Al-Hasbu 

yang mempunyai arti mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Al-

Qoyyim, al-hasbu ini memiliki arti yakni menahan seseorang yang 

telah melakukan kejahatan atau tindak pidana agar seseorang 

tersebut merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi, 

baik itu ditahan dirumah, dimasjid, maupun dipenjara. Hukuman 

penjara menurut islam dibagi menjadi 2 (dua) yakni hukuman 

penjara terbatas, hukuman penjara terbatas ini diberi batas waktu 

secara tegas. Yang kedua hukuman penjara tidak terbatas. 

Hukuman ini waktunya tidak dibatasi dan berlangsung sampai 

dipelaku kejahatan meninggal dunia atau dia bertaubat. Atau bisa 

disebut hukuman ini sebagai hukuman penjara seumur hidup.36 

4) Pengasingan 

Pengertian dari pengasingan itu sendiri yakni membuang 

seseorang yang melakukan perbuatan yang menyalahi aturan 

ketempat yang jauh dari penghunian. Hukuman pengasingan yakni 

                                                           
35 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta : PT 

Raja Grafindo, 2000), 209.  
36 Zahrotul Idami, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan 

Hukuman Ta’zir Macamnya dan Tujuannya: Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 10 No. 1 

Januari-Juni 2015, 52. 
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hukuman tambahan dari hukuman pokok yaitu jilid. Pelaku zina 

ghairu muhsan yang setelah sebelumnya dikenai had zina maka 

diberlakukan hukuman pengasingan. Batas hukuman pengasingan 

yaitu selama 1 tahun dan diasingkan didaerah yang merupakan 

daerah islam.37 

b. Hukuman ta’zir dalam bentuk lainnya 

1) Peringatan dan dihadirkan dipersidangan 

Peringatan ini bisa dilaksanakan dirumah maupun dipanggil ke 

Pengadilan Negeri. Peringatan yang pertama yakni petugas 

pengadilan datang kerumah pelaku tindak pidana, sedangkan 

peringatan yang kedua yakni pelaku hadir di pengadilan untuk 

melakukan persidangan dan mendapat peringatan langsung dari 

Hakim Pengadilan Negeri. Dan atas peringatan yang pertama dan 

kedua itu yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 

keputasannya berada ditangan Hakim Pengadilan dengan tetap 

mempertimbangkan jarimahnya. 

2) Pengucilan 

Pengucilan didalam islam disebut dengan Alhajru, yang dimaksud 

Alhajru disini yakni suatu bentuk larangan untuk berhubungan 

dengan pelaku jarimah dengan maksud si pelaku dilarang untuk 

bermasyarakat. 

 

                                                           
37 Ibid., 52. 
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3) Celaan 

Bahwa Nabi pernah berkata jika Abu Dzar pernah menghina 

seseorang dengan menghina ibunya. Dan hal tersebut sesuai 

dengan sabda beliau, Rasulullah SAW bersabda “wahai Abu 

Dzar engkau telah menghinanya dengan menghina ibunya, 

sunggguh engkau termasuk orang yang masih mempunyai sifat 

pada masa jahiliyyah”.38 

c. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan harta benda seseorang 

Hukuman yang berkaitan dengan harta seseorang yakni dapat 

dikatakan sebagai denda atau penyitaan harta benda yang dimiliki 

seseorang yang diduga harta tersebut merupakan hasil dari perbuatan 

yang telah dilarang. Hukuman ini sebagai hukuman tambahan dari 

hukuman pokok penjara. Sedangkan ketentuan harta sebagai hukuman 

ta’zir tidak ada batas tinggi danrendahnya. Ketentuanya diserahkan 

kepada hakim yang berwenang dan sesuai dengan keadilaan dan tujuan 

hukuman.39 

Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa ada 2 (dua) macam bentuk denda 

yakni: 

1) Denda yang kesempurnaanya dipastikan yakni denda yang ada 

kaitannya dengan hak Allah yang mana harta tersebut diharuskan 

untuk dilenyapkan. 

                                                           
38 Ibid., 69. 
39 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 210. 
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2) Denda yang mana kesempurnaannya tidak pasti yakni denda yang 

sudah ada ketetapanya, maksutnya sudah ditetapkan melalui 

ijtihad para Hakim Pengadilan atau pihak yang berwenang dan 

dendanya ditentukan sesuai dengan jenis jarimah nya.40 

J. Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam 

Didalam kitab fiqh tidaklah dijelaskan secara mendetail masalah 

perdagangan orang, yang dijelaskan hanyalah sejarah awalmula adanya 

perdagangan orang dan kisah-kisah pada masa lampau mengenai perbuatan 

tersebut dan muncullah hadist yang melarang adanya perdagangan manusia. 

Kejadian perdagangan manusia pada zaman dahulu dikenal sebagai 

perbudakan atau yang sekarang dimaksud dengan istilah tindak pidana 

perdagangan manusia dan kejahatan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu 

zaman sebelum Islam datang. Faktor penyebab lancarnya kegiatan perbudakan 

pada zaman dahulu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan 

bangsa maupun tindak pidana lainnya seperti perampokan, penculikan, 

kemiskinan dan susahnya membayar hutang-hutang dan didukung dengan 

adanya pasar budak. Kemudian Islam datang untuk mengatur pengaturan 

mengenai perbudakan tersebut dan berkuranglah kejahatan tersebut sedikit 

demi sedikit. Maka karena itu Islam menganjurkan untuk membebaskan 

budak-budak yang beragama Islam. Pada hakikatnya manusia itu mempunyai 

                                                           
40 Ibid., 210. 
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hak untuk hidup dan hak tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun 

termasuk manusia lainnya guna untuk memperbudak seseorang.41 

Ajaran Agama Islam yang dibawakan Rasululloh mengajarkan tidak 

membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan karena itulah 

Rasulullah menyuruh umat Islam untuk mengupayakan membebaskan budak-

budak yang ada didunia, sebab orang yang dhu’afa dijadikan budak itu 

menjadi sengsara kehidupannya. Dijelaskan didalam Surah Al-Balad [90]:11-

13 yang mempunyai arti maka tidaklah sebaiknya (dengan harta itu) ia tempuh 

jalan yang mendaki lagi sukar? Apakah kamu mengerti yang dimaksud jalan 

mendaki lagi sukar itu? Yakni memerdekakan budak. Dan karena itu Allah 

melarang keras adanya perbudakan dan memerintahkan kepada umatnya agar 

membebaskan budak-budak dari perbudakan. 

Pada awal mula masa Rasulullah pembebasan budak-budak itu sudah 

mulai dilakukan, karena itu membebaskan budak bukanlah pekerjaan yang 

sangat ringan, butuh perjuangan yang gigih dan berani. Dengan perjuangannya 

sahabat Rasulullah membebaskan budak diantaranya yakni Bilal bin Rabbah, 

Umayyah bin Khalaf, keduanya dimerdekakan dengan dibeli seharga 100 unta 

oleh Abu Bakar. Dan budak lainnya yang juga dimerdekakan oleh Abu Bakar 

yakni Hamamah Ibn Bilal, ‘Amir bin Fuheir, Abu Fakihah, Abu Shofwan, 

Zunairoh, Ummu ‘Unais, Bani Zahrah, ‘Ammar bin Yassir. 

                                                           
41 Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Persektif Islam (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 

Muda, cet 2, 2018), 183. 
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Mengenai pembebasan perbudakan, para ahli agama berperdapat bahwa 

agama Islamlah yang sebenarnya mengawali pembebasan budak-budak dari 

perbudakan manusia. Dan pada zaman Rasulullah, dilakukan beberapa macam 

agar bisa membebaskan budak-budak yakni dengan cara budak itu dibeli 

setelah itu dimerdekakan, dengan cara membayar diyat (denda) apabila tidak 

sengaja telah membunuh orang mukmin, atau seseorang melanggar 

sumpahnya sendiri. Ada juga yang dijanjikan bakal diberi pahala yang besar 

diakhirat kelak, sebagaimana hadits Rasulluloh : 

“Dari Abi Hurairah, ra, ia berkata : Rasululloh SAW bersabda : siapa saja 

dari seorang laki-laki Muslim yang apabila ia membebaskan seorang laki-

laki Muslim yang menjadi budak, niscaya orang itu akan dibebaskan dari 

api neraka oleh Allah” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). 

 

Bukan hanya itu saja, pada masa Rasul pembebasan budak juga 

dilakukan dengan cara diangsur tiap bulan atau tiap minggunya. Setelah masa 

Rasululloh, pembebasan tersebut menjadi tugas dari Khulafa’ur Rosyidin, 

sahabat setelah mereka, dan para ulama’-ulama’ hingga sampai saat ini. 

Namun, hingga sampai sekarang semakin sulit untuk memberantas 

perbudakan atau perdagangan orang, karena didunia ini semakin banyak orang 

dan jumlah orang yang melakukan perdagangan orang juga semakin 

bertambah. Dan hampir setiap negara sudah berusaha untuk memberantas 

kejahatan tersebut tetapi belum juga berhasil.42 

                                                           
42 Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, Sharia Journal, 

Edisi 6, (Januari 2017), 52.  
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Perdagangan orang dalam Islam dijelaskan sebagai segala bentuk 

pengendalian terhadap sekelompok manusia yang dipaksa atau dirampas 

hidupnya dan tidak diberi kebebasan dalam segala hal dengan tujuan untuk 

bekerja dan memenuhi kepentingan orang lain, biasanya budak ini 

dipekerjakan sebagai buruh ataupun pekerja seksual. Di era modern ini 

pengertian dari perbudakan dihapus oleh Abraham Lincoln dan didalam Islam 

mengenai perbudakan juga telah dihapuskan. Pada masa sekarang perbudakan 

diganti dengan istilah pembantu yang lebih bermartabat dan lebih dihargai 

dengan baik dan juga mempunyai hak-hak kebebasan layaknya manusia 

merdeka.43 

Adanya larangan untuk tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan 

didalam sebuah hadits Qudsi yang melarang keras orang yang melakukan 

perbuatan tersebut. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan hadits 

ini dari hadits Abu Hurairah Ra yang berbunyi : 

لًَثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ عَنْ أَبِْ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبَََّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : قاَلَ اُلله : ثَ 
لَ ثَُنََهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْ جَرَ  َْ ََ أَ  يَ نْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أعَْطَى بِِ ثَُّغَدَرَ، وَرَجُلٌ َاَعَ حُرًّا فَأَ جِي ْر ا فاَسْتَ نْ 

 مِنْهُ ولَََْ يُ عْطِ أَجْرهَُ   
Artinya :Dari Abu Hurairah Ra, dari Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT 

berfirman : ada tiga golongan yang aku akan menjadi musuh pada hari 

kiamat kelak yang pertama yakni seseorang yang apabila bersumpah 

atas namaku dan ia tidak menepati sumpahnya, yang kedua yakni 

seseorang yang apabila menjual manusia yang merdeka dan memakan 

hasil tersebut, dan yang ketiga yakni seseorang yang apabila 

memperkerjakan seseorang tetapi tidak memberi upah dia. 

 

                                                           
43 Jauhar Ridloni Marzuq, Inilah Islam (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015), 253. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk 

 

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Atas 

Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk 

1. Deskripsi kasus 

Kronologi dari terdakwa yakni saudari D bahwa terdakwa ditangkap 

saat melakukan transaksi jual beli orang pada hari Jum’at tanggal 22 

November 2019 sekitar pukul 22.15 yang berlokasi di Hotel Dandang 

Tingang. Pada awalnya pihak dari Tim Subdit Renakta ingin mengetahui 

bagaimana cara kerja pelaku perdagangan orang. Salah satu tim dari 

mereka ada yang melakukan undercover sebagai orang yang menyewa 

perempuan. Dari sini tim menghubungi terdakwa dan memesan 2 (dua) 

orang perempuan dan terdakwa pun menyetujuinya, yang mana sepakat 

dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus tibu rupiah) dan 

terdakwa meminta jasa tips sebesar Rp 100.000,00 (serratus tribu rupiah). 

Terdakwa pun langsung mencarikan 2 (dua) orang perempuan yakni saksi 

Apriani dan saksi Eki Febriani dan per orangnya dibayar Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah). Kemudian mereka semua menuju hotel Dandang 

Tingang dan terdakwa bertemu tim yang melakukan undercover untuk 

mengambil uang yang akan dibayarnya. Tidak lama kemudian datanglah 

pihak kepolisian untuk menggerebek tindak pidana tersebut. 
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Berdasarkan barang bukti yang diperoleh berupa 15 (lima belas) 

lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah Rp 1.500.00,00 (satu 

juta lima ratus ribu rupiah), 1 unit alat komunikasi berupa hansphone 

bermerk Vivo seri 1812 berwarna Merah dan bernomor telephone 

082252232041, serta 1 buah alat kontrasepsi merk sutra.1  

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terhadap perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa berupa dakwaan alternative yang pertama yakni 

berupa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan 

menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) 

bulan dan pidana dendan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah). 

2. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 

a. Saksi Apriani Binti Haterman Tuah 

Saksi Apriani sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang 

dilakukan oleh terdakwa. Pada hari Jum’at tanggal 23 November 2019 

sekitar pukul 15.00 di wisma Sola Gracia saksi Apriani meminjami sepeda 

motornya ke Joni Als adik dari terdakwa guna untuk pergi kepasar 

membeli peralatan ulang tahun anaknya Joni. Setelah itu saksi Apriani 

ditawari oleh adik terdakwa untuk melayani laki-laki dan akan dibayar Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan saksi menyetujuinya 

dikarenakan saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya. 

                                                           
1 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk, 03. 
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Sesampainya di Hotel Dandang Tingang saksi disuruh terdakwa masuk 

kedalam kamar nomor 138 dan terdakwa menunggu saksi Apriani dan sdr. 

Eky didepan kamar hotel tersebut. Kemudian petugas kepolisian 

menggedor pintu kamar hotel dan saksi disuruh ikut ke Polda Kalteng 

Kota Palangkaraya.2 

b. Saksi Eky Febriani Binti Kliwon 

Saksi Eky Febriani pada awalnya hari Jum’at tanggal 22 November 2019 

sekitar jam 21.00 saksi mendapatkan chat wa dari Nisa als Mama Dede 

yang menawari pekerjaan pelayanan laki-laki. Saksi Eki Febriani 

menyetujui dikarenakan ia sedang membutuhkan uang untuk anaknya 

yang sedang sekolah di Jawa. Dan saksi langsung berangkat ke wisma 

Sola Gracia yang berada di Jl. Nyai Enat dengan dijemput sdr Joni. Dan 

sesampainya di wisma tersebut saksi bertemu dengan sdr Apriani bersama 

dengan terdakwa yang belum dikenalinya. Kemudian saksi dan mereka 

semuanya berangkat menggunakan motor menuju hotel Dandang 

Tingang. Dan saksi Eky mengatakan kalau dia melakukan pelayanan seks 

tersebut atas ajakan dan bantuan dari sdr Nisa als Mama Dede dengan 

dibayar sebesar Rp 500.000 dan dikurangi Rp 100.000 untuk jasa feenya 

sdr Nisa als Mama Dede. 

c. Saksi Deddy Rahman Purwanto Bin Lastomo 

Pada awalnya berdasarkan surat tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas 

Nomor : Sp.Gas/207/XI/Res.1.24/2019/Ditreskrimum, pada tanggal 18 

                                                           
2 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk, 08. 
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November 2019 yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan atas 

adanya tindak pidana perdagangan orang yang mana salah satu dari 

anggota TIM Subdit IV Renakta melakukan Undercover atau penyamaran 

guna mengetahui bagaimana cara mereka melakukan tindak pidana 

perdagangan orang di Hotel Dandang Tingang. Dan pada mulanya 

anggota tim yang sedang melakukan Undercover mendapatkan informasi 

kalau ada seorang wanita yang bisa mencarikan perempuan untuk 

melayani seks. Pada hari Jum’at tanggal 22 November 2019 jam 23.30 

WIB ia melakukan penggerebekan atau penangkapan atas tindak pidana 

perdagangan orang yang terjadi di hotel Dandang Tingang. 

d. Saksi Muhammad Syamsuddin Noor3 

Sebelumnya saksi diberi tugas dari kepolisian untuk melakukan 

undercover sebagai laki-laki penyewa perempuan. Dan melaksanakan 

tawar menawar dengan terdakwa pada hari Jum’at tanggal 22 November 

2019 sekitar jam 15.36 WIB dengan melalui media whatsapp. Dan saksi 

bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa mencarikan perempuan 

yang bisa melayani seks. Kemudian terdakwa menyetujui untuk 

menyarikan perempuan pelayan seks dengan ditarif yakni Rp 700.000 dan 

terdakwa meminta biaya uang fee sebagai jasa terdakwa karena telah 

menyediakan wanita tersebut. Saksi bersama tim undercover terlebih 

dahulu menunggu wanita tersebut didalam kamar hotel yang sudah di 

pesan, saksi yang berada pada kamar nomor 138, sedangkan terdakwa 

                                                           
3 Ibid., 12. 
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diminta datang ke hotel Dandang Tingang sekitar pukul 22.00 untuk 

membawa dua wanita pelayan seks tersebut. Dan setelah mereka sampai 

di hotel Dandang Tingang, sdr Fahmi Idris (driver) yang menyerahkan 

uang pembayaran untuk wanita pelayan seks kepada terdakwa, dan pada 

mulanya sdr Fahmi Idris diberi uang saksi sebesar Rp 1.000.000 tetapi 

terdakwa meminta tambahan lagi karena tidak sesuai dengan kesepakatan 

diawal, kemudian saksi menambahkan Rp 500.000 sehingga total uang 

yang saksi titipkan kepada sdr Fahmi Idris untuk dua wanita pelayan seks 

dan jasa fee untuk menyediakan perempuan yakni sebesar Rp 1.500.000, 

dan sdr Fahmi Idris menyerahkan uang tersebut terhadap terdakwa. 

Setelah beberapa menit kemudian ada pihak dari Kepolisian yang sedang 

menggerebek dan mengamankan terdakwa dan wanita-wanita tersebut 

yang berada dalam kamar hotel nomor 138 dan 140. 

e. Saksi Fahmi Idris Bin Halim 

Saksi adalah driver dari bapak Muhammad Syamsuddin Noor pada hari 

Jum’at tanggal 22 November 2019 guna untuk melakukan penangkapan 

terhadap terdakwa atas tindak pidana perdagangan orang. Pada hari 

Jum’at tanggal 22 November 2019 jam 17.00 bapak Muhammad 

Syamsuddin Noor menelephon saksi untuk membantu pihak Kepolisian 

Ditreskrimum Polda Kalteng guna untuk mengungkap kasus tindak 

pidana perdagangan orang. Kemudian saksi diajak Bapak Muhammad 

Syamsuddin Noor berangkat menuju hotel Dandang Tingang sekitar 

pukul 22.00 dan menyewa kamar hotel nomor 138 dan 140. Dan saksi 
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dikasih uang sebesar Rp 1.000.000 oleh Bapak Muhammad Syamsuddin 

Noor dan mengatakan kepada saksi untuk diberikan kepada perempuan 

yang datang dan saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut. Dan 

saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa tetapi uang tersebut 

masih kurang dan saksi kembali lagi kekamar nomor 138 dimana Bapak 

Muhammad Syamsuddin Noor berada dan meminta uang kurangnya 

sebesar Rp 400.000 dan Rp 100.000 sebagai uang jasa fee penyediaan 

wanita. Kemudian saksi menerima uang kurangnya itu yang diberikan 

oleh Bapak Muhammad Syamsuddin Noor sebesar Rp 500.000 dan jumlah 

uang yang diberikan kepada terdakwa yaitu Rp 1.500.000. Setelah 

beberapa detik datanglah pihak Kepolisian Ditreskrimum Polda Kalteng 

menggerebek dan mengamankan terdakwa dan kedua wanita pelayan seks 

tersebut yang dibawanya.4 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim didalam Memutuskan Perkara Nomor 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk 

Perlu kita ketahui sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya, 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang 

terjadi yang mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan tindak pidana. 

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang 

berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

                                                           
4 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk, 13. 
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fakta hukum yang terjadi memilih langsung dengan dakwaan alternative ke 

satu yang mana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang 

mana memuat unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Unsur “setiap orang” 

Maksud dari unsur setiap orang yakni sebagai subyek hukum pelaku tindak 

pidana yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya. Berdasarkan 

fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan pelaku tindak pidana yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini yaitu 

terdakwa Dina Binti Johan M. Geger. Setelah Majelis Hakim memeriksa 

identitas terdakwa dipersidangan, identitas terdakwa telah sesuai 

sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dari 

pertimbangan hakim diatas maka unsur setiap orang disini telah terpenuhi. 

2. Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain” 

Maksud dari unsur diatas yakni secara global berupa tindakan perekrutan 

orang untuk eksploitasi sexual dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

Unsur ini juga memiliki sub-sub unsur jika salah satunya terbukti, maka 
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tidak perlu membuktikan yang lainnya karena dengan sendirinya unsur ini 

telah terbukti. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa terdakwa 

yaitu saudari D adalah orang yang mengajak dan menawarkan sdri Apariani 

dan sdri Eky Febriani untuk melayani seksual kepada laki-laki yang 

menginginkan jasa tersebut. Dan terdakwa lah yang memasang harga setiap 

orangnya terhadap sdri Apriani dan sdri Eky Febriani sebesar Rp 500.000 

(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta uang fee atas jasa telah 

mendapatkan laki-laki yang ingin menggunakan jasa sex korban sebesar Rp 

100.000 (seratus ribu rupiah) kepada setiap korban. Dan berdasarkan 

pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur 

tersebut telah terbukti. 

3. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 

Republik Indonesia” 

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, terdakwa yakni 

saudari D yang telah mencarikan tamu laki-laki untuk dua wanita yakni 

sdri Apriani dan sdri Eky Febriani yang membutuhkan pelayanan sexs dari 

kedua korban perempuan tersebut. Kemudian terdakwa juga menentukan 

besarnya tarif yang akan didapatkan oleh masing-masing korban yakni Rp 

500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan short time (pelayanan 

sekali main). Terdakwa juga meminta uang fee atas jasa telah mendapatkan 

laki-laki yang ingin menggunakan jasa sexs korban sebesar Rp 100.000 

(seratus ribu rupiah) kepada setiap korban. Dan berdasarkan pertimbangan 
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fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah 

terbukti.5 

 

Dalam melakukan perbuatannya, terdakwa dipandang cakap untuk 

bertanggung jawab atas kesalahannya dan ternyata pada diri terdakwa tidak 

terdapat keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar 

untuk menghapuskan pidana yang telah dilakukannya, maka oleh karena itu ia 

harus dijatuhi pidana.  

Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menjelaskan mengenai 

hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan didalam pertimbang 

hakim, Pasal tersebut berbunyi : Pasal peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar hukum dari suatu putusan, disertai keadaan yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa. 

Majelis Hakim didalam menjatuhkan hukumannya terhadap terdakwa 

juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun 

meringankan kepada diri terdakwa. Dan adapun hal-hal yang memberatkan 

maupun hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa Dina Binti Johan M. 

Geger di persidangan diantaranya : 

Hal-hal yang memberatkan : 

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

                                                           
5 Ibid, 18. 
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Hal-hal yang meringankan : 

1. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan; 

2. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi; 

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 

 

C. Putusan Hakim 

Setelah hakim memeriksa dan mendengar semua keterangan-keterangan 

para saksi di Pengadilan Negeri Palangkaraya dan telah memeriksa semua 

barang bukti yang ada di persidangan, maka majelis hakim yang mengadili 

perkara nomor : 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang dipimpin oleh Etri Widayati, 

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dalam persidangan, sedangkan Irfanul 

Hakim, S.H dan Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., sebagai Panitera Pengganti dan 

Penuntut Umum dihadiri oleh Anton Rahmanto, S.H., M.H. memutus dan 

menyatakan terdakwa yakni saudari D terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 

(dua) tahun serta menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 100.000.000 

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta 

menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti yang 

berupa 15 (lima belas) lembar uang pecahan yakni seratus ribu rupiah dengan 

jumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) 
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buah unit alat komunikasi berupa handphone bermerk Vivo seri 1812 yang 

berwarna Merah dengan nomor Hp 082252232041 dirampas untuk negara, dan 

1 (satu) buah alat kontrasepsi berupa kondom bermerk sutra, dirampas untuk 

dimusnahkan. Dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).6

                                                           
6 Ibid, 21. 
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63 
 

BAB IV 

ANALISIS HUKUMAN TERHADAP SANKSI DARI PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR : 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk 

Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim haruslah 

teliti dan cermat dalam memeriksa suatu perkara, dan dalam dakwaan yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim haruslah 

melihatnya secara seksama atas dakwaan tersebut. Dan didalam 

pertimbanganya mengenai pemutusan suatu perkara pidana, Majelis Hakim 

harus mendengarkan dengan seksama mengenai keterangan terdakwa pada 

saat persidangan dan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang sudah 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim menyimak 

semua keterangan tersebut maka hakim mempertimbangkan semua 

keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan didalam persidangan. Selain 

bukti dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim juga harus meneliti mengenai 

alat bukti yang diajukan didalam persidangan. 

Dalam hal pemeriksaan perkara dalam persidangan, hal yang pertama 

yakni hakim tersebut akan memeriksa peristiwa yang terjadi dan apakah yang 

melakukan perbuatan kejahatan tersebut yang sudah didakwakan oleh 

terdakwa itu benar. Selanjutnya, majelis hakim menentukan putusannya yang 

mana perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa tersebut merupakan tindak 
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pidana dan apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Dan ketiga, 

hakim menentukan sanksi dan hukumannya yang sesuai apabila memanglah 

terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.1 

Maka selama persidangan berlangsung sampai selesainya persidangan 

Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah 

melaksanakan pertimbangan-pertimbangan dikarenakan hakim harus 

memutuskan perkara pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum 

yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan 

bersama, sehingga Majelis Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidananya 

harus memperhatikan terhadap semua alat dan barang bukti yang diajukan 

dipersidangan yang berupa barang bukti, saksi-saksi, dan keterangan terdakwa 

untuk menjelaskan kronologi kasus pidana yang terjadi.2 

Dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya 

yaitu berupa dakwaan alternative pertama yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana 

penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 120.000.000 subsidair 3 bulan kurungan. 

Majelis Hakim dalam memutuskan hukumannya terhadap Putusan Nomor 

55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yaitu berupa dakwaan alternative pertama  dan 

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yakni selama 2 tahun dan 

                                                           
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 74. 
2 HS. Tita Syamsuddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam 

Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 

Fakultas Hukum, 2018), 63. 
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menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000 dan apabila denda tersebut 

tidak dibayar terdakwa maka diganti pidana kurungan selama 1 bulan. Dan 

majelis hakim sebelum mempertimbangkan dakwaan alternative pertama 

tersebut yang mana diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2007, yang menjelaskan unsur-unsurnya adalah : 

1. Unsur “setiap orang” 

Maksud dari unsur setiap orang yakni siapa saja manusia yang hidup 

didunia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang bisa dimintai 

pertanggung jawaban pidananya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada 

dipersidangan pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam perkara pidana ini yaitu terdakwa Dina Binti Johan M. Geger. 

Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa dipersidangan, 

identitas terdakwa telah sesuai sebagaimana termuat didalam surat 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dari pertimbangan hakim diatas maka 

unsur setiap orang disini telah terpenuhi. 

2. Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain” 

Maksud dari unsur diatas yakni secara global berupa tindakan perekrutan 

orang untuk eksploitasi sexual dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 
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Unsur ini juga memiliki sub-sub unsur jika salah satunya terbukti, maka 

tidak perlu membuktikan yang lainnya karena dengan sendirinya unsur ini 

telah terbukti. Dan perdagangan orang itu merupakan sebutan modern 

untuk kata perbudakan yang mana seseorang tersebut kondisinya berada 

dalam kepemilikan orang. 

3. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 

Republik Indonesia” 

Maksud dari eksploitasi disini berupa pelacuran dan menjual perempuan 

untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama yang 

dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia yang mana didalamnya 

melarang keras adanya perdagangan manusia dan pelacuran. 

Maka dari itu, unsur-unsur diatas telah sah dan memenuhi kualifikasi atas 

kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak perlu untuk 

mempertimbangkannya lagi. Didalam persidangan terungkaplah fakta-fakta 

hukum terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pada 

hari Jum’at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 22.20 yang berada di 

Hotel Dandang Tingang tepatnya di Jln Yos Sudarso, Kota Palangkaraya, 

Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa Dina Binti Johan 

M. Geger dengan menjual 2 (dua) orang perempuan yakni saksi Apriani dan 

saksi Eky Febriani untuk melayani seks kepada 2 (dua) orang laki-laki yang 

memesannya dengan harga tiap wanitanya yakni Rp 500.000 (lima ratus ribu 

rupiah). 
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Maka dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menjual atau 

mengeksploitasi korban. Tindakan perekrutan orang tersebut guna untuk 

eksploitasi sexual dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa. 

Dan unsur ke 2 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut telah sah 

dan terpenuhi. 

Sebelumnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukumannya terlebih 

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan terdakwa yang sebagaimana hal-hal yang memberatkan 

termasuk perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal 

yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa 

menyesal akan perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa 

masih mempunyai tanggungan keluarga. 

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan ini 

suatu bentuk perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat bukan hanya itu 

saja, tetapi sudah merusak generasi-generasi yang akan datang yang berakibat 

apabila perempuan tersebut hamil diluar nikah maka yang berakibat adalah 

anaknya kelak. Oleh karena itu Majelis Hakim memberi hukuman kepada 

terdakwa agar terdakwa merasa jera akan perbuatannya dan supaya terdakwa 

tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan dalam hal yang meringankan 

terdakwa, perbuatan terdakwa sangat sopan dan mempunyai moralitas yang 

baik. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan Majelis Hakim meyakini 

bahwa terdakwa Dina Binti Johan M. Geger telah terbukti secara sah 
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melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mana Majelis Hakim 

menjatuhkan kepada terdakwa berupa dakwaan alternative yang pertama 

yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 

(dua) tahun serta menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.  

Menurut pendapat penulis berdasarkan penjelasan yang ada bahwa telah 

terpenuhinya unsur-unsur yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pun sudah jelas. Tetapi 

dilihat dari putusannya yakni hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menjatuhkan 

pula pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, maka dari sini putusan dari majelis 

hakim tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku  atau melebihi 

minimal hukuman yang sudah ditentukan yakni jika dilihat dari ketentuan 

pidananya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana 

didalam pasal tersebut dijelaskan setiap orang yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat yakni 3 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

(tiga) tahun dan yang paling lama yakni 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 

dan yang paling banyak yakni Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Dari sinilah Majelis Hakim sudah melanggar terhadap teori pertimbangkan 

hakim yang mana hakim dalam menjatuhkan hukumannya tidak 

diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas yang sudah 

ditentukan, sehingga suatu putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa 

bisa adil seadil-adilnya dan memberi pelajaran terhadap terdakwa. 

Sedangkan didalam Undang-Undang dijelaskan bahwa hukuman yang 

paling singkatlah yang menjadi lamanya suatu hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa. Maka dari itu Majelis Hakim diberi wewenang untuk 

menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tetapi tetap berpacu pada Undang-

Undang yang berlaku. Maka dari itu penulis rasa hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa kurang tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. Dalam hal tersebut sangat dikhawatirkan jika hukuman terdakwa 

terlalu ringan dan terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya lagi. 

Dan menurut pendapat penulis bentuk keadilan yang benar itu tidak 

kepada pemidanaan seperti yang ada dalam putusan, tetapi bentuk keadilan 

tersebut sudah diatur berdasarkan Undang-Undang yang sudah disepakati 

Bersama. Maka dari itu Undang-undang tersebut menjadi suatu rujukan bagi 

Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Jika Hakim melanggar 

hal tersebut maka Hakim sudah melanggar nilai keadilan yang telah disepakati 

sebelumnya. Memanglah dalam menjatuhkan hukumannya Hakim 
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mempunyai pertimbangan yang luas dan bebas menurut situasi yang terjadi 

tetapi alangkah baiknya Hakim tersebut menjatuhkan hukumannya yang 

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan 

Orang dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2020/PN/Plk 

Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengajarkan bahwa tidak ada yang 

menjadi pembeda diantara umatnya. “tidak ada manusia yang lebih mulia 

daripada manusia lainnya kecuali ketakwaanya kepada Allah. Dari sinilah 

Islam melarang keras adanya perdagangan orang. Sebab dari perdagangan 

orang melahirkan kesengsaraan bagi orang yang tidak mampu. Pada mulanya 

pembebasan perbudakan terjadi pada masa Rasulullah. Dengan perjuangannya 

para sahabat Rasul membebaskan budak-budak yang diantaranya yang 

berhasil dibebaskan oleh Abu Bakar yakni Bilal bin Rabbah, Umayyah bin 

Khalaf dengan ia beli seharga 100 ekor unta. Sahabat Rasul melakukan cara-

cara seperti ia membeli budak lalu dimerdekakan, dengan membayar diyat 

karena sudah membunuh orang mukmin secara tidak disengaja, atau karena 

lalai melanggar sumpahnya sendiri.3 

Dalam Islam istilah perdagangan orang sering dikenal dengan kata 

raqabah sebab cara bekerjanya yang sesuai dengan arahan. Namun, adapula 

perdagangan orang didalam praktiknya disebut dengan bai al-Bigha yang 

bermakna jual beli untuk pekerja seksual. Para pakar hukum menggunakan 

                                                           
3 Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, Sharia Journal, 

Edisi 6, (Januari 2017), 52.  
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kata tersebut untuk suatu praktik eksploitasi pekerja seksual pada kalangan 

wanita  yang sering terjadi hingga diseluruh dunia. Dan para ulama’ 

berpendapat bahwa siapa saja yang melakukan jual beli orang yang merdeka 

dan dijadikan korban pelacuran seksual maka hukumannya haram dan setiap 

orang yang akadnya bertujuan untuk perbuatan tersebut maka gugurlah akad 

tersebut dan pelakunya akan mendapatkan dosa yang sangat besar. 

Tindak pidana di dalam hukum islam diatur secara khusus mengenai 

hukumannya, akan tetapi hukuman tersebut tidak semua negara 

memberlakukannya. Di Indonesia termasuk daerah Aceh memberlakukan 

hukuman menurut hukum pidana islam. Selain daerah Aceh, di Indonesia 

dalam menjatuhkan hukumannya tetap berpacu pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusannya 

haruslah adil dan bijaksana kepada siapapun orang yang melakukan tindak 

pidana. Aturan-aturan mengenai suatu larangan yang tidak boleh dilakukan 

seseorang menurut islam diatur didalam Al-qur’an, hadits maupun dalil-dalil 

hukum lainya. Yang menjadi sahnya suatu tindak pidana atau yang bisa 

dikategorikan sebagai jarimah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya 

jarimah, yang masuk dalam dua hal yakni yang pertama syarat umum yang 

apabila tindak pidana tersebut unsur-unsurnya telah terpenuhi, selanjutnya 

syarat khususnya yakni pada jarimah khusus adanya unsur-unsur khusus yang 

harus terpenuhi, diantara unsur-unsur jarimah tersebut adalah : 
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1. Unsur formil 

Dijelaskan didalam hadits Qudsi Allah mengancam orang yang 

melakukan perbudakan atau yang sekarang disebut dengan perdagangan 

manusia dengan ancaman permusuhan pada hari kiamat kelak. Dasar 

hukum dilarangnya perbudakan atau perdagangan orang dijelaskan 

didalam hadits Imam Al-Bukhori dan Imam Akhmad meriwayatkan dari 

hadits Abu Hurairota Ra : 

 : ثَلًَثةٌَ أنَاَ عَنْ أَبِْ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اُلله عَنْهُ عَنِ النَّبَََّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : قاَلَ اللهُ 
لَ ثَُنََهُ، وَرَجُ  َْ  لٌ اسْتَأْ جَرَ خَصْمُهُمْ يَ نْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِِ ثَُّغَدَرَ، وَرَجُلٌ َاَعَ حُرًّا فأََ

ََ مِنْهُ ولَََْ يُ عْطِ أَجْرهَُ     أَجِي ْر ا فاَسْتَ نْ 
Artinya : Dari Abu Hurairah Ra, dari Rasulullah SAW bersabda, Allah 

SWT berfirman : ada tiga golongan yang aku akan menjadi musuh 

pada hari kiamat kelak yang pertama yakni seseorang yang 

apabila bersumpah atas namaku dan ia tidak menepati 

sumpahnya, yang kedua yakni seseorang yang apabila menjual 

manusia yang merdeka dan memakan hasil tersebut, dan yang 

ketiga yakni seseorang yang apabila mempekerjakan seseorang 

tetapi tidak memberi upah dia. 

 

Didalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai larangan untuk melakukan 

dan menghapus kegiatan perbudakan, yang antara lain dijelaskan pada 

Surah An-Nur ayat (33) yang berbunyi : 

تْتَ غُنْنَ الْكِتََ  مََّّا وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِيْنَ لََ يََِدُوْنَ  نِكَاح ا حَتََّّ يُ غْنِيَ هُمُ اُلله مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِيْنَ ي َ 
ر ا وَءَاتُ نْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي ءَاتَ وَلََ تُكْرهُِنْا كُمْ مَلَكَْ  أيَْْنَُكُمْ فَكَاتتُِ نْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَي ْ
نْ يَا وَمَنْ يكُْ  رهِْهُنَّ فإَِنَّ اَلله مِنْ فَ تَ يَتِكُمْ عَلَى الْتِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَََصُّن ا لتَِتْتَ غُنْا عَرَضَ الْْيََنةِ الدُّ

رَهِهِنَّ غَفُنْرٌ الرَّحِيْمٌ  ْْ  ََ عْدِ إِ
Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu untuk nikah hendaklah 

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan 

mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki 

yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian 
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dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 

mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta 

Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu 

memaksa budak-budakmu untuk melakukan perzinahan atau 

pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, 

karena kamu ingin mencari keuntungan duniawi. Dan 

barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) 

sesudah mereka dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. 

(QS. An-Nur 33). 

 

Dari Ibnu Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa 

seseorang yang apabila dipaksa untuk melakukan pelacuran maka Allah 

akan mengampuni dosanya dan justru dosa tersebut dikembalikan kepada 

orang yang memaksanya. Maksud dari riwayat ini bahwa budak-budak 

perempuan yang dipaksa menjadi budak dan pekerja seksual dan demi 

kepentingan orang lain yang mendapatkan keuntungan atau bisa 

merugikan orang lain maka dosanya akan diampuni oleh Allah atau dalam 

kata lain dosanya akan terbebaskan.4 

Dalam hukum di Indonesia mengenai kejahatan perdagangan orang atau 

perbudakan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana dijelaskan 

didalam Pasal 1 ayat (1).  

Dan didalam putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk menjelaskan bahwa 

yang menjadi terdakwa atas kejahatan pedagangan orang yakni Dina binti 

Johan M. Geger sebagai pelaku perdagangan perempuan yang mana 

                                                           
4 Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta: 

Rahima, 2011), 409. 
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perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga 

perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur formil dan dapat 

dikatakan sebagai jarimah. 

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum) 

Maksud dari unsur materil disini yakni adanya tindakan seseorang yang 

melakukan jarimah baik perbuatan maupun ucapan. Yang terdapat pada 

kasus ini terdakwa melakukan kejahatan perdagangan perempuan dengan 

sengaja dan atas kesadaranya yakni menjual perempuan dengan 

mendapatkan keuntungan materiil bagi dirinya. Dan menjual perempuan 

tersebut dengan harga per orangnya yakni Rp 500.000 (lima ratus ribu 

rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut melanggar Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

3. Unsur moril 

Terdakwa dalam pidana perdagangan orang ini orang yang mukallaf yang 

mana orang tersebut mengerti tentang aturan hukum bahwa melakukan 

tindak pidana perdagangan orang itu dilarang untuk dilakukan dan pelaku 

tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yang 

mana terdakwa dijatuhi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Maka dari itu perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur-

unsur dari jarimah. 
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Unsur-unsur yang ada diatas sebagai persyaratan bahwa jarimah yang 

dilakukan oleh terdakwa memanglah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Agama dan Negara. Sehingga, terdakwa telah sah dan dapat dijatuhi hukuman 

dan memenuhi unsur-unsur jarimah tersebut. 

Menurut pendapat penulis, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan zawajir yang mana penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada 

orang yang melakukan jarimah tidak harus persis atau sama dengan apa yang 

dijatuhkan dalam nash. Akan tetapi, perdagangan orang hukumannya belum 

dijelaskan secara terperinci didalam nash tetapi laranganya yang dijelaskan. 

Dalam pendekatan zawajir ini hukuman yang menentuka adalah ulul amri 

dengan tujuan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hokum yakni 

menjadikan pelaku jera atas perbuataanya. Dalam kajian ini bentuk hukuman 

yang sesuai dengan perbuatan terdakwa termasuk kedalam bentuk jarimah 

ta’zir yang telah meresahkan masyarakat. Didalam Al-qur’an dan al-hadits 

tidak dijelaskan secara detail mengenai penerapan hukuman ta’zir dan sanksi 

jarimah bagi orang yang melakukan perdagangan manusia, akan tetapi hanya 

mengatur tentang larangan adanya perbudakan saja. Oleh karena itu sanksi 

yang diberikan kepada terdakwa menurut ijtihad para penguasa atau majelis 

hakim dengan tetap mempertimbangkan hukum serta tujuan adanya sanksi 

tersebut. Masalah mengenai penerapan sanksi ta’zir menurut mazhab Hanafi 

diserahkan menurut ijtihad penguasa setempat termasuk mengenai batasan 

maksimal dan minimumnya hukuman. Meskipun seorang Hakim mempunyai 
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hak tersebut bukan berarti hakim menjatuhkan hukuman sesuka hatinya saja 

tetapi tetap berpacu pada Undang-undang yang berlaku dan tidak 

diperbolehkan melampaui ketetapan yang ada. Menurut Al-qur’an dan Sunnah 

ada batasan dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada 

seseorang. Penjatuhan sanksi ta’zir kepada terdakwa guna memberi efek jera 

dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama.5 

Bentuk dari jarimah ta’zir itu sendiri bisa berupa hukuman penjara dan 

hukuman denda seperti yang ada didalam putusan. Didalam hukum pidana 

islam, landasan yang harus digunakan majelis hakim dalam menentukan 

hukumannya yakni Al-Qur’an dan hadits, dan Undang-undang yang sudah 

diatur sebelumnya. Maka dari itu, hukuman ta’zir diberikan kepada terdakwa 

guna keadilan bagi setiap umat. Meskipun dalam penjatuhan sanki ta’zir 

diserahkan kepada penguasa setempat atau majelis hakim haruslah 

mempertimbangkan asas legalitas, supaya tetap berpacu pada Undang-undang 

yang berlaku. Maka penulis berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang 

melakukan perdagangan perempuan disini yakni berupa hukuman penjara dan 

denda. 

Jadi hukuman yang tepat bagi pelaku jarimah perdagangan orang yang 

ada didalam Putusan Nomer 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yakni hukuman pokok 

berupa hukuman penjara, dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum. 

Dalam menjatuhkan sanksi hukumannya hakim diberi kewenangan dan 

                                                           
5 Darsi Darsi, Takzir dalam Perspektif Fiqih Jinayah (Jurnal Al-Qisthu Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 

Vol 6 No 2, 2019), 76-77. 
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kebebasan untuk memutuskan hukuman tersebut tetapi harus sesuai dengan 

Undang-undang yang berlaku. Selain dari Hakim menjatuhkan hukuman 

penjara, hakim juga diberi kebebasan untuk memberikan hukuman tambahan 

berupa denda yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan 

menurut peneliti, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa hukuman 

penjara selama 2 (dua) tahun serta hukuman denda sebesar Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dan 

hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan dari apa yang sudah ditentukan 

oleh Undang-undang. Dan jika hukumannya tidak sesuai maka suatu saat bisa 

jadi terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi. 

Mengenai jarimah ta’zir dalam mempertimbangkan kemashlahatannya 

tergantung pada ijtihad dari para penguasa setempat. Maka dari perbuatan 

yang dilakukan terdakwa yakni jarimah perdagangan orang sudah melanggar 

larangan agama dan terdakwa orang yang sudah baligh dan berakal, juga sudah 

mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya. Dari sanksi dan hukuman 

ta’zir tersebut bertujuan guna memberi pelajaran bagi orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh negara maupun agama. Serta bertujuan untuk 

mengarahkan kejalan kebaikan dan mendidik perbuatan yang baik dan 

melarang perbuatan yang buruk. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang 

dalam Putusan Nomer:55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang sudah dipaparkan penulis 

diatas, maka kesimpulannya : 

1. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan 

dakwaan alternative yang pertama yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang mana Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 

penjara dibawah minimum terhadap ketentuan yang ada, karena dalam hal 

yang meringankan terdakwa termasuk belum pernah melakukan kejahatan 

sebelumnya dan terdakwa pula mengakui atas perbuatanya tersebut. 

Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang mana 

hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas 

yang sudah ditentukan. 

2. Analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan 

orang berdasarkan pendekatan zawajir termasuk kedalam bentuk jarimah 

ta’zir yang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Hukuman ta’zir 
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disini yakni berupa hukuman penjara dan denda yang akan diberikan 

kepada terdakwa. Dalam menentukan Jarimah ta’zir dalam 

mempertimbangkan kemashlahatannya tergantung pada ijtihad dari para 

penguasa setempat dengan tetap berpedoman pada Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

B. Saran 

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas, maka penulis ingin 

memberi saran mengenai masalah yang penulis jabarkan. Karena tindak pidana 

perdagangan orang itu sudah merugikan orang lain dan khususnya saran 

kepada Majelis Hakim agar hukuman yang diberikan kepada pelaku bertujuan 

untuk pembelajaran dan membuat pelaku jera atas perbuataanya. 

1. Kepada seluruh penguasa dan Hakim Pengadilan Negeri diharapkan lebih 

mempertimbangkan kembali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana. Agar pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak 

akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. 

2. Kepada masyarakat hendaknya lebih waspada dan menghindari adanya 

tindak pidana perdagangan orang. Karena bisa berdampak negative 

kepada diri sendiri dan orang lain. 

3. Aturan yang sudah diatur didalam Undang-Undang diharapkan bisa 

menjadi pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan agar pelaku bisa 

menyadari akan adanya hukuman setimpal dengan perbuatan yang 

dilakukannya. 
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